REPUBLIK INDONESIA

No. 1641, 2018 KEMENSOS. Pengelolaan Hibah Langsung Dalam
Negeri dalam Bentuk Uang. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG
DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan hibah langsung
dalam negeri dalam bentuk uang, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Menteri Sosial Nomor 14
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam
Negeri dalam Bentuk Uang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Sosial tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam Bentuk

Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 623);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5677);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam Bentuk
Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam Bentuk
Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1423);
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10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1125);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1126);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL 14 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM
NEGERI DALAM BENTUK UANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri
dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 723) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam
Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1423) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam bentuk
uang dapat digunakan untuk:
a. bantuan sosial yang diberikan secara langsung
kepada  perseorangan, keluarga, kelompok,

dan/atau masyarakat atau melalui Lembaga
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(2)

(3)

(4)

Kesejahteraan Sosial, dinas sosial pemerintah
daerah provinsi, dan dinas sosial pemerintah
daerah kabupaten/kota yang membutuhkan guna
terlindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial;

b. biaya transportasi pengiriman bantuan sosial ke
lokasi bencana, sewa tempat untuk dijadikan posko
penanggulangan bencana, dan sewa peralatan
sebagai sarana penunjang dalam penanggulangan
bencana;

c. pendampingan terhadap penggunaan hibah dalam
negeri dalam bentuk uang; dan

d. pemantauan dan evaluasi terhadap manfaat
penggunaan hibah langsung dalam negeri dalam
bentuk uang dan manfaat bantuan sosial.

Penggunaan hibah langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tidak dapat digunakan untuk:

a. biaya operasional;

b. honor tim/panitia;

c. transport yang sudah teralokasikan atau tercukupi
dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah;

d. sewa peralatan;

e. seminar, lokakarya, dan sejenisnya; dan

f. pembangunan gedung.

Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

a. Kkrisis sosial;

b. krisis ekonomi;

c. krisis politik;

d. fenomena alam; dan

e. bencana.

Ketentuan mengenai resiko sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan

Sosial.
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(5)  Hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang dapat
digunakan secara langsung tanpa menunggu terbitnya

revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 November 2018

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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